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Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap Public Financial Governance serta
peran langsung dan moderasi audit internal pada pemerintah daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
masih adanya kesenjangan antara ketentuan formal dan pelaksanaannya dalam pengelolaan keuangan
daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori dan dilakukan pada
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Indonesia. Data diperoleh dari 93 responden yang berasal dari
31 organisasi perangkat daerah dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares—Structural Equation
Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Public Financial Governance. Audit internal juga berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Public Financial Governance serta secara signifikan memperkuat pengaruh
ketaatan aturan akuntansi terhadap Public Financial Governance. Nilai R-square sebesar 0,458
menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 45,8% variasi Public Financial Governance. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa ketaatan terhadap aturan akuntansi yang didukung oleh audit internal
yang efektif berperan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini memberikan bukti
empiris mengenai peran audit internal yang berpengaruh langsung terhadap Public Financial
Governance sekaligus memperkuat pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap Public Financial
Governance.

Kata kunci: ketaatan aturan akuntansi; audit internal; public financial governance; akuntansi sektor
publik

Abstract

This study examines the effect of compliance with accounting standards on public financial governance,
as well as the direct and moderating roles of internal audit in local governments. This study was
motivated by the persistent gap between formal regulations and their implementation in local financial
management. The study employs a quantitative approach with an explanatory design and was conducted
in South Tapanuli Regency, Indonesia. Data were collected from 93 respondents from 31 local
government agencies and analyzed using Partial Least Squares—Structural Equation Modeling (PLS-
SEM). The results of the study indicate that compliance with accounting standards has a positive and
significant effect on public financial governance. Internal audit also has a positive and significant effect
on public financial governance and significantly strengthens the effect of compliance with accounting
standards on public financial governance. An R-squared value of 0.458 indicates that the model explains
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45.8% of the variation in public financial governance. The study’s findings show that compliance with
accounting standards, supported by effective internal audits, plays a role in strengthening local
financial governance. This study provides empirical evidence regarding the role of internal audits,
which have a direct impact on public financial governance, while also reinforcing the influence of
compliance with accounting standards on public financial governance.

Keywords: accounting compliance; internal audit; public financial governance; public sector
accounting

1. PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan publik merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya publik
(Rashied et al., 2024). Seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap pengelolaan keuangan
daerah yang bertanggung jawab (Pattawe et al., 2022), pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan
untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik (Zaitul et al., 2023). Public financial
governance menjadi kerangka penting yang merepresentasikan bagaimana mekanisme, prosedur, dan
pengawasan keuangan publik dijalankan secara institusional di tingkat pemerintah daerah.

Salah satu isu yang umumnya muncul dalam pengelolaan keuangan daerah adalah rendahnya
tingkat ketaatan terhadap aturan akuntansi (Mendez & Bachtler, 2024). Meskipun standar dan pedoman
akuntansi sektor publik telah ditetapkan secara nasional, penerapannya di tingkat pemerintah daerah
tidak selalu berjalan secara konsisten (Adekunle et al., 2023). Ketaatan akuntansi umumnya hanya
dipandang sebatas kewajiban administratif, sehingga fokus utama lebih diarahkan pada pemenuhan
formalitas pelaporan daripada pada substansi akuntabilitas keuangan. Kondisi ini berpotensi
melemahkan public financial governance karena informasi keuangan yang dihasilkan tidak sepenuhnya
mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sulit dijadikan dasar pengambilan keputusan
yang andal.

Selain ketaatan akuntansi, peran audit internal memiliki posisi strategis dalam memperkuat public
financial governance (Nadirsyah et al., 2024; Su et al., 2023). Audit internal berfungsi sebagai
mekanisme pengawasan yang memberikan keyakinan atas efektivitas pengendalian internal, kepatuhan
terhadap regulasi, serta keandalan proses pengelolaan keuangan (Al-Taee & Al-Fandawi, 2023). Melalui
fungsi evaluatif dan konsultatifnya, audit internal berkontribusi dalam mengidentifikasi potensi
penyimpangan (Gyimah et al., 2024), meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, serta mendorong
perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan publik. Namun demikian, efektivitas peran audit
internal tentu akan bergantung pada tingkat independensi, kompetensi aparat pengawasan, serta
dukungan kelembagaan yang memadai.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, fenomena yang umumnya ditemukan adalah adanya
kesenjangan antara ketentuan formal pengelolaan keuangan dan implementasinya di tingkat daerah
(Sawir et al., 2025). Meskipun regulasi akuntansi dan sistem pengendalian telah ditetapkan secara jelas,
pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakpatuhan terhadap prosedur
pencatatan dan pelaporan (Nurfaidah & Novita, 2022), inkonsistensi penerapan standar akuntansi
(Gongalves et al., 2022), serta lemahnya tindak lanjut atas temuan pengawasan internal (Sari &
Darmastuti, 2023). Audit internal yang seharusnya berperan sebagai mekanisme penguatan tata kelola
terkadang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, baik karena keterbatasan sumber daya
maupun karena posisinya yang belum sepenuhnya strategis dalam struktur organisasi (Yousif &
Mohamed, 2022). Kondisi ini menyebabkan pengelolaan keuangan daerah cenderung berorientasi pada
pemenuhan administratif, sementara aspek penguatan tata kelola keuangan publik secara substantif
masih belum menjadi perhatian utama. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa public financial
governance di tingkat pemerintah daerah masih memerlukan penguatan (Uyar et al., 2022), khususnya
melalui peningkatan ketaatan terhadap aturan akuntansi dan optimalisasi peran audit internal. Kondisi
tersebut juga tercermin pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil pemeriksaan kepatuhan
BPK RI atas pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 mencatat 12 permasalahan senilai
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Rp2,268 miliar, selain itu pemeriksaan atas kepatuhan belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2025 juga
menemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain kekurangan
volume dan mutu pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,729 miliar serta
belum dikenakannya sanksi denda keterlambatan atas 11 paket pekerjaan yang mengakibatkan
kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp86,67 juta (BPK RI, 2025; BPK RI, 2026). Temuan tersebut
menjadi salah satu pertimbangan pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai lokasi penelitian
karena menunjukkan pentingnya penguatan kepatuhan dan pengawasan dalam mendukung tata kelola
keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran ketaatan
aturan akuntansi dan audit internal dalam public financial governance pada pemerintah daerah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman empiris mengenai sejauh mana kepatuhan terhadap
aturan akuntansi berkontribusi terhadap tata kelola keuangan publik, serta bagaimana peran audit
internal dapat memperkuat hubungan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam
merumuskan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme tata kelola
keuangan publik, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang
akuntansi sektor publik dan administrasi pemerintahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1. Public Financial Governance

Public financial governance merujuk pada mekanisme tata kelola pengelolaan keuangan publik
yang dijalankan oleh institusi pemerintah dalam rangka memastikan transparansi, akuntabilitas,
kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengawasan (Adekoya, 2023). Public financial
governance dipandang sebagai kerangka institusional yang mengatur bagaimana sumber daya publik
direncanakan, digunakan, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan (Barngetuny, 2024). Fokus utama
konsep ini tidak hanya terletak pada hasil pengelolaan keuangan, melainkan pada proses, mekanisme,
dan sistem pengendalian yang mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah (Amalia, 2023).

Sejumlah studi menekankan bahwa tata kelola keuangan publik yang kuat bergantung pada
kepatuhan terhadap aturan formal (Batkunde & Dewi, 2022; Efunniyi et al., 2024; Teresia & Tirsa,
2023) dan keberadaan mekanisme pengawasan internal yang efektif (Al-Taee & Al-Fandawi, 2023;
Oppong et al., 2023; Zouari-Hadiji & Mroua, 2026). Namun demikian, praktik public financial
governance masih memperlihatkan variasi implementasi antar organisasi pemerintah, terutama pada
level pemerintah daerah. Variasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi serta sistem formal
belum secara otomatis menjamin terwujudnya tata kelola keuangan publik yang efektif, sehingga
diperlukan kajian empiris yang komprehensif untuk mengidentifikasi determinan yang
memengaruhinya.

2.2. Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan
sektor publik (Yasis, 2024). Ketaatan akuntansi mencerminkan sejauh mana entitas pemerintah
menerapkan standar akuntansi dan ketentuan pelaporan keuangan yang telah ditetapkan secara normatif
(Simon et al., 2024). Pada pemerintah daerah, kepatuhan terhadap aturan akuntansi berperan penting
dalam menjamin konsistensi, keandalan, dan keterbandingan informasi keuangan yang dihasilkan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan akuntansi yang tinggi berkontribusi
pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik (Dimitrov, 2024).
Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap aturan akuntansi cenderung dikaitkan dengan rendahnya kualitas
informasi keuangan, lemahnya pengendalian internal, serta meningkatnya risiko kesalahan dan
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, beberapa studi juga mencatat bahwa
kepatuhan akuntansi di sektor publik cenderung bersifat formalistik (Kabwe, 2023), yaitu berorientasi
pada pemenuhan kewajiban administratif tanpa diiringi pemahaman substantif terhadap tujuan
akuntabilitas keuangan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa ketaatan akuntansi memiliki
potensi besar dalam membentuk tata kelola keuangan publik (Muslimah et al.,, 2023), tetapi
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efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana kepatuhan tersebut dijalankan dan diawasi dalam
praktik organisasi pemerintah.

2.3. Peran Audit Internal

Audit internal merupakan komponen penting dalam sistem pengawasan sektor publik yang
berfungsi untuk memberikan keyakinan atas efektivitas pengendalian internal (Shuwaili et al., 2023),
kepatuhan terhadap regulasi, serta keandalan proses pengelolaan keuangan. Dalam literatur akuntansi
sektor publik, audit internal diposisikan sebagai mekanisme yang menjembatani antara regulasi formal
dan praktik pengelolaan keuangan di tingkat operasional.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa audit internal yang efektif dapat meningkatkan
kepatuhan terhadap aturan akuntansi, memperkuat pengendalian internal, serta mendorong perbaikan
berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa
peran audit internal di pemerintah daerah tidak selalu berjalan optimal (Mukoffi et al., 2023).
Keterbatasan independensi, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan cenderung
menjadi faktor penghambat efektivitas audit internal dalam memperkuat tata kelola keuangan publik.
Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya perdebatan dalam literatur mengenai sejauh mana audit
internal mampu berkontribusi secara nyata terhadap penguatan public financial governance, khususnya
dalam pemerintah daerah yang memiliki karakteristik kelembagaan yang beragam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Pendekatan ini
dipilih untuk memberikan penjelasan empiris mengenai keterkaitan antarvariabel melalui pengujian
statistik terhadap data yang diperoleh dari responden penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah public financial governance, yang merepresentasikan mekanisme tata kelola pengelolaan
keuangan publik di lingkungan pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan adalah
ketaatan terhadap aturan akuntansi, yang mencerminkan tingkat kepatuhan aparatur dalam menerapkan
standar dan ketentuan akuntansi yang berlaku dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Selain
itu, peran audit internal juga diuji pengaruh langsungnya terhadap public financial governance sekaligus
ditempatkan sebagai variabel moderasi yang berfungsi untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh
ketaatan aturan akuntansi terhadap public financial governance.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Indikator

Variable Code Indicator Bl
Reference
PFG1 |- Transparency in public financial management ?]EEB 8 (())5333 ’
Public PFG2 | - Accountability in financial management and reporting OECD (2023)
Financial PFG3 | - Compliance with public financial regulations INTOSAI (2019)
Governance PFG4 | - Effectiveness of financial oversight mechanisms H\?";gg /g(gg)lb)
PFGS | - Integrity of financial administrative processes OECD (2024)
ACl1 - Application of public sector accounting standards IPSASB (2024)
Accounting AC2 | - Consistency in transaction recognition and measurement IPSASB (2024)
Compliance AC3 | - Compliance with financial reporting procedures IPSASB (2024)
AC4 | - Timeliness of public financial reporting OECD (2023)
1A1 - Independence of the internal audit function 1TA (2024)
1A2 - Competence and professionalism of internal auditors ITA (2024)
[nternal . . . INTOSAI (2019);
Audit 1A3 - Scope and effectiveness of internal oversight IFAC (2023)
1A4 - Follow-up on internal audit recommendations 11A (2024)

Sumber: OECD (2023); OECD (2024); IFAC (2023); INTOSAI (2019); IPSASB (2024); TIA (2024)
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Populasi penelitian mencakup aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan
keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemilihan responden dilakukan menggunakan
teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria
responden meliputi: (1) menjabat sebagai Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), atau Bendahara Pengeluaran; dan (2) memiliki masa
kerja minimal satu tahun pada bidang atau fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Kriteria tersebut ditetapkan agar responden memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai
mengenai penerapan aturan akuntansi, pengawasan internal, serta proses pengelolaan keuangan pada
OPD.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 31 organisasi perangkat daerah (OPD) yang
menjadi unit penelitian. Penetapan tiga responden pada setiap OPD didasarkan pada tiga jabatan yang
mewakili fungsi utama dalam pengelolaan keuangan OPD, yaitu Kepala OPD selaku Pengguna
Anggaran (PA) yang mewakili fungsi penggunaan anggaran, PPK-SKPD yang mewakili fungsi
penatausahaan keuangan, dan Bendahara Pengeluaran yang mewakili fungsi kebendaharaan
pengeluaran. Penggunaan komposisi responden yang sama pada setiap OPD juga dimaksudkan untuk
memberikan keterwakilan yang seimbang antar-OPD. Dengan demikian, setiap OPD diwakili oleh tiga
responden yang memenubhi kriteria penelitian sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 93 responden
(31 OPD x 3 responden).

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada
responden. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-
SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Analisis dilakukan melalui evaluasi measurement
model untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk, dilanjutkan dengan evaluasi structural model
untuk menguji hubungan antarvariabel. Pengujian efek moderasi dilakukan untuk menganalisis peran
audit internal dalam memoderasi pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap public financial
governance.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Karakteristik Responden
Tabel 2. Karakteristik Identitas Responden

Karakteristik Kategori Frekuensi Per(s::/‘l)l)t ase
Jenis Kelamin Laki-laki 60 64,52
Perempuan 33 35,48
Kurang dari 25 tahun 3 3,23
Usia 25-35 tahun 15 16,13
3645 tahun 33 35,48
Lebih dari 46 tahun 42 45,16
Masa Kurang dari 5 tahun 6 6,45
Kerja 5-10 tahun 27 29,03
Lebih dari 10 tahun 60 64,52
Diploma 6 6,45
Pendidikan Sarjana (S1) 54 58,06
Terakhir Magister (S2) 32 34,41
Doktor (S3) 1 1,08
Jumlah 93 100,00

Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 60 orang (64,52%),
sedangkan perempuan sebanyak 33 orang (35,48%). Berdasarkan usia, sebagian besar responden berusia
lebih dari 46 tahun sebanyak 42 orang (45,16%), diikuti kelompok usia 36—45 tahun sebanyak 33 orang
(35,48%), kelompok usia 25-35 tahun sebanyak 15 orang (16,13%), dan kelompok usia kurang dari 25
tahun sebanyak 3 orang (3,23%).

Berdasarkan masa kerja, mayoritas responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, yaitu
sebanyak 60 orang (64,52%). Responden dengan masa kerja 5—10 tahun berjumlah 27 orang (29,03%),
sedangkan responden dengan masa kerja kurang dari 5 tahun berjumlah 6 orang (6,45%). Ditinjau dari
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pendidikan terakhir, sebagian besar responden berpendidikan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 54 orang
(58,06%), diikuti Magister (S2) sebanyak 32 orang (34,41%), Diploma sebanyak 6 orang (6,45%), dan
Doktor (S3) sebanyak 1 orang (1,08%). Profil karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden
penelitian secara umum didominasi oleh aparatur dengan masa kerja yang relatif panjang dan latar
belakang pendidikan tinggi, sehingga memiliki pengalaman yang relevan dalam memahami proses
pengelolaan keuangan pada OPD.

4.2. Outer Model Evaluation

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk yang
digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi validitas konvergen dilakukan dengan memperhatikan nilai
outer loading pada masing-masing indikator terhadap konstruk yang diukur. Nilai outer loading yang
memenuhi kriteria menunjukkan bahwa indikator memiliki kemampuan yang memadai dalam
merepresentasikan konstruk penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi
kriteria validitas konvergen sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.

PFG1.1

|
AC11 PFG1.2
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AC1.2 R\\ 0.803 /} PFG2.1
o 077 S—
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0.478
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Gambar 1. PLS-SEM Outer Model Evaluation Results

Nilai outer loading masing-masing indikator berada di atas batas minimum 0,70, dengan
rentang nilai antara 0,734 hingga 0,830. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu
merefleksikan konstruk laten yang diukur secara memadai. Nilai tersebut juga menunjukkan bahwa
seluruh indikator memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang direpresentasikannya. Dengan
demikian, tidak terdapat indikator yang perlu dieliminasi pada tahap evaluasi outer loading dan seluruh
indikator dapat dipertahankan untuk analisis selanjutnya.
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Tabel 3. Construct Reliability and Validity

. Cronbach’s Composite
Variable Alpha Reliabitiiy | AVE
Accounting Compliance 0,906 0,924 0,603
Internal Audit 0,909 0,926 0,611
Public Financial Governance 0,929 0,940 0,609

Uji reliabilitas konstruk juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai Cronbach’s Alpha
untuk variabel Accounting Compliance sebesar 0,906, Internal Audit sebesar 0,909, dan Public
Financial Governance sebesar 0,929. Seluruh nilai tersebut berada di atas ambang batas 0,70, yang
menunjukkan konsistensi internal yang tinggi. Hasil ini diperkuat oleh nilai Composite Reliability yang
berada pada rentang 0,924 hingga 0,940, sechingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk
memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Validitas konvergen juga dikonfirmasi melalui nilai
Average Variance Extracted (AVE). Seluruh konstruk memiliki nilai AVE di atas 0,50, yaitu sebesar
0,603 untuk Accounting Compliance, 0,611 untuk Internal Audit, dan 0,609 untuk Public Financial
Governance. Nilai tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh
konstruk laten masing-masing, sehingga memenubhi kriteria validitas konvergen.

Tabel 4. Fornell-Larcker Criterion

Variable Accounting Internal Public Financial
Compliance Audit Governance
Accounting Compliance 0,776
Internal Audit 0,633 0,782
Public Financial Governance 0,558 0,545 0,781

Selanjutnya, validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria Fornell-Larcker. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE pada masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan
dengan korelasi antar konstruk lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk memiliki
tingkat perbedaan yang memadai dan tidak terjadi masalah tumpang tindih pengukuran. Hasil tersebut
diperkuat oleh nilai HTMT yang berada di bawah batas konservatif 0,90, sehingga semakin menegaskan
terpenuhinya validitas diskriminan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa konstruk dalam
penelitian ini telah memenubhi kriteria validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan. Dengan demikian,
model pengukuran dinyatakan layak dan analisis dapat dilanjutkan pada tahap evaluasi model struktural
(inner model).

4.3. Inner Model Analysis

Pengujian inner model dilakukan dengan memperhatikan nilai R-square (R*) dan path
coefficient. Nilai R-square digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variansi
variabel endogen. Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin baik kemampuan prediktif model yang
dibangun. R-square menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh
variabel independen beserta variabel interaksi dalam model struktural.
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Gambar 2. PLS-SEM Inner Model Analysis Results

Berdasarkan hasil pengujian inner model, diperoleh nilai koefisien determinasi (R-square) pada
variabel Public Financial Governance sebesar 0,458. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 45,8% variasi
Public Financial Governance dapat dijelaskan oleh Accounting Compliance, Internal Audit, serta efek
moderasi dalam model penelitian, sedangkan 54,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
Nilai R-square tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup dalam
menjelaskan variasi Public Financial Governance.

Hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa Accounting Compliance berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Public Financial Governance dengan nilai koefisien sebesar 0,478, nilai
t-statistic sebesar 4,612, dan p-value sebesar 0,000 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi tingkat ketaatan terhadap aturan akuntansi, maka semakin baik tata kelola keuangan publik yang
dihasilkan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Accounting Compliance berpengaruh
terhadap Public Financial Governance dapat diterima.

Selanjutnya, Internal Audit juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Public
Financial Governance dengan nilai koefisien sebesar 0,391, t-statistic sebesar 4,525, dan p-value
sebesar 0,000 (< 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa peran audit internal yang efektif mampu
meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik pada pemerintah daerah.

Pengujian efek moderasi menunjukkan bahwa variabel interaksi antara Accounting Compliance
dan Internal Audit memiliki koefisien sebesar 0,221 dengan nilai t-statistic sebesar 2,125 dan p-value
sebesar 0,034 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Internal Audit secara signifikan memoderasi
hubungan antara Accounting Compliance dan Public financial governance. Koefisien yang bernilai
positif mengindikasikan bahwa keberadaan audit internal memperkuat pengaruh ketaatan aturan
akuntansi terhadap tata kelola keuangan publik. Dengan kata lain, semakin efektif fungsi audit internal,
maka semakin kuat kontribusi kepatuhan akuntansi dalam meningkatkan kualitas public financial
governance.
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4.4. Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Accounting Compliance memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap Public Financial Governance. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan
terhadap standar dan regulasi akuntansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen
substantif dalam membangun tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Secara
konseptual, temuan ini menguatkan pandangan bahwa public financial governance bertumpu pada
kualitas kepatuhan terhadap kerangka regulasi formal yang mengatur proses perencanaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan (Adekoya, 2023; Barngetuny, 2024).

Kepatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik mendorong tersedianya informasi keuangan
yang andal dan dapat diverifikasi, sehingga memperkuat akuntabilitas institusional sebagaimana
ditegaskan oleh Amalia (2023). Hasil ini juga selaras dengan Dimitrov (2024) dan Muslimah et al.
(2023) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan akuntansi yang tinggi berkontribusi langsung
terhadap peningkatan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan bukti empiris bahwa dalam konteks pemerintah daerah, kepatuhan akuntansi merupakan
determinan penting dalam memperkuat tata kelola keuangan publik.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa Internal Audit berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Public Financial Governance. Temuan ini mempertegas posisi audit internal sebagai
mekanisme pengawasan strategis yang menjembatani antara regulasi formal dan implementasi
operasional. Audit internal berfungsi sebagai alat evaluatif sekaligus sebagai instrumen
peningkatan kualitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi (Nadirsyah et al.,
2024; Shuwaili et al., 2023). Sejalan dengan Su et al. 2023) dan Gyimabh et al. (2024), efektivitas audit
internal dapat memperkuat integritas pengelolaan keuangan publik dan mengurangi risiko
penyimpangan. Temuan ini juga didukung oleh Appiah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa
efektivitas audit internal pada sektor publik berkaitan dengan penguatan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan sumber daya publik, dengan independensi auditor internal, kompetensi staf audit,
dan dukungan manajemen sebagai faktor penting yang mendukung efektivitas fungsi tersebut.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan mengenai peran moderasi Internal Audit
dalam hubungan antara Accounting Compliance dan Public Financial Governance. Koefisien interaksi
yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa audit internal memperkuat pengaruh kepatuhan
akuntansi terhadap tata kelola keuangan publik. Artinya, kepatuhan terhadap aturan akuntansi akan
menghasilkan dampak yang lebih optimal ketika didukung oleh fungsi audit internal yang independen,
kompeten, dan efektif,

Temuan ini memberikan pengayaan terhadap literatur sebelumnya yang menekankan
pentingnya mekanisme pengawasan dalam tata kelola sektor publik (Oppong et al., 2023; Zouari-Hadiji
& Mroua, 2026). Berbeda dari studi terdahulu yang umumnya menguji pengaruh langsung masing-
masing variabel, penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal memiliki peran strategis sebagai
strengthening mechanism yang memperkuat efektivitas kepatuhan regulatif. Dengan demikian,
penelitian ini mengonfirmasi hubungan langsung sekaligus menawarkan perspektif integratif mengenai
sinergi antara kepatuhan akuntansi dan fungsi pengawasan internal dalam membangun public financial
governance.

Nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,458 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan
45,8% variasi Public Financial Governance. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Accounting
Compliance, Internal Audit, dan efek moderasi dalam model memiliki kemampuan yang cukup dalam
menjelaskan variasi Public Financial Governance. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas
kepemimpinan, budaya organisasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal yang lebih luas (Sari
& Darmastuti, 2023; Uyar et al., 2022). Hal ini membuka ruang bagi pengembangan penelitian
selanjutnya untuk mengintegrasikan variabel kelembagaan dan perilaku organisasi dalam model tata
kelola keuangan publik.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan public financial governance pada pemerintah
daerah tidak dapat dicapai hanya melalui pengetatan regulasi akuntansi. Diperlukan integrasi antara
kepatuhan regulatif yang substantif dan fungsi audit internal yang efektif sebagai mekanisme penguatan.
Dengan menempatkan audit internal sebagai variabel moderasi, penelitian ini memberikan kontribusi
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teoretis berupa model konseptual yang lebih komprehensif dalam menjelaskan determinan tata kelola
keuangan publik, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat
sistem pengawasan internal secara strategis dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa accounting compliance berpengaruh positif dan signifikan
terhadap public financial governance. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar
dan prosedur akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam mendukung transparansi,
akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, internal audit berpengaruh positif
dan signifikan terhadap public financial governance serta terbukti memperkuat pengaruh accounting
compliance terhadap public financial governance. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi audit
internal memiliki peran dalam memastikan penerapan aturan akuntansi dilaksanakan secara konsisten
dan didukung oleh mekanisme pengawasan yang memadai.

Implikasi praktis penelitian ini mengarah pada penguatan aspek kepatuhan akuntansi dan
kapasitas audit internal pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada dimensi internal audit,
penguatan kompetensi dan profesionalisme auditor internal dapat dilakukan melalui pemetaan
kompetensi secara berkala, peningkatan pendidikan dan pelatihan profesional, pengembangan
kompetensi audit berbasis risiko dan pemeriksaan kepatuhan, serta peningkatan sertifikasi profesi sesuai
dengan kebutuhan fungsi pengawasan. Pengembangan kompetensi tersebut terutama diperlukan untuk
meningkatkan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan, menilai kesesuaian
pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan dokumen pendukung, serta mengidentifikasi potensi
kelebihan pembayaran dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual. Penguatan pada aspek
tersebut relevan dengan temuan pemeriksaan kepatuhan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih
menunjukkan adanya ketidaksesuaian volume dan mutu pekerjaan, kelebihan pembayaran, serta belum
optimalnya pemenuhan kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor internal
dapat diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan preventif dan deteksi dini terhadap risiko
ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada dimensi accounting compliance, penguatan dapat dilakukan melalui ketepatan waktu
pelaporan keuangan dengan menerapkan kalender pelaporan keuangan yang terintegrasi pada setiap
OPD, penetapan batas waktu internal sebelum tenggat pelaporan resmi, serta pelaksanaan rekonsiliasi
data keuangan secara berkala. Mekanisme pemantauan juga perlu diterapkan untuk mengidentifikasi
OPD yang mengalami keterlambatan penyampaian dokumen dan pertanggungjawaban keuangan
sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum berakhirnya periode pelaporan. Dalam
pelaksanaannya, PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran dapat memperkuat verifikasi atas kelengkapan
dan kesesuaian dokumen secara periodik untuk meminimalkan keterlambatan maupun ketidaksesuaian
pada tahap penyusunan laporan keuangan. Upaya tersebut dapat memperkuat kepatuhan pada tahapan
penatausahaan dan pertanggungjawaban serta meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas informasi
keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan public
financial governance pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan perlu diarahkan pada kepatuhan
terhadap aturan akuntansi yang disertai dengan pelaksanaan audit internal yang efektif. Hal ini dapat
dilakukan dengan meningkatkan kompetensi auditor, memperkuat pengawasan terhadap potensi
ketidakpatuhan, menjaga ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta memastikan rekomendasi hasil
audit ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Upaya tersebut sangat diperlukan untuk menjaga transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

6. KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan wilayah yang terbatas pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga hasilnya tidak dapat langsung
digeneralisasikan pada daerah lain. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,458
menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 45,8% variasi Public Financial Governance,
sedangkan 54,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
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Hal ini menunjukkan masih terdapat variabel lain yang dapat dipertimbangkan dalam menjelaskan
Public Financial Governance. Penggunaan data yang juga sepenuhnya bersumber dari kuesioner juga
berpotensi menimbulkan bias subjektivitas responden.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas
penelitian melalui studi komparatif lintas pemerintah daerah guna meningkatkan daya generalisasi
temuan. Selain itu, model penelitian mendatang perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan variabel
kelembagaan dan perilaku organisasi lain, seperti kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, serta
efektivitas sistem informasi pengendalian. Terakhir, penggunaan metode campuran (mixed methods)
melalui wawancara mendalam juga sangat dianjurkan untuk menggali dinamika hambatan riil
pengawasan internal di lapangan.
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